BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Prosedur penyaluran bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2019 pada
Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara umum telah dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pemerintah pada Biro Keuangan Tahun 2019. Namun berdasarkan penelitian
masih dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada
kurang optimalnya penyaluran bantuan pemerintah tersebut. Adapun

permasalahan yang ditemui antara lain dilihat dari:

1. Aspek Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah pada pada Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Tidak adanya keterangan terkait
dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dalam
petunjuk teknis.

2. Aspek jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang terbagi menjadi bantuan



operasional, bantuan sarana/prasarana, bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dan bantuan lainnya yang
ditetapkan oleh PA. Bantuan yang diberikan dapat melampaui target
capaian lembaga 120.99% karena berdasarkan hasil verifikasi atas
proposal yang diajukan, rata-rata perolehan per lembaga Rp 28.000.000
dari yang seharusnya mendapatkan Rp 35.000.000 dengan jumlah
lembaga penerima bantuan 4.197 lembaga sesuai dengan target Biro
Keuangan dan BMN.

3. Aspek pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan
pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tidak
adanya sebuah aplikasi atau laman yang dapat digunakan oleh para
lembaga penerima bantuan untuk melakukan penelusuran dokumen atau
pelacakan berkas yang sudah dikirim misalnya:

a. Diterima atau tidaknya proposal yang telah diajukan;

b. Disetujui atau tidaknya proposal yang telah diajukan;

c. Setelah dinyatakan setuju, proses dari tanda tangan MoU hingga ke
pencairan dana masih harus menunggu lagi sehingga secara berkala.

B.SARAN

Terkait dengan permasalahan yang ada pada prosedur penyaluran

bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2019 pada Biro Keuangan dan BMN
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Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi, penulis memberikan saran antara lain dilihat dari:

1. Aspek mekanisme penyaluran bantuan pemerintah pada Biro Keuangan
dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi. Penulis menyarankan untuk penambahan informasi
pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pemerintah pada Biro Keuangan Tahun 2019 yang menekankan bahwa
pada biro keuangan bantuan yang diberikan hanya untuk sekolah yang
tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek.
Sehingga sekolah yang tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan tidak
mengirimkan proposal ke Biro Keuangan dan BMN.

2. Aspek jenis bantuan dan sasaran penerima bantuan pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perlu diagendakan untuk peninjauan
kembali terkait dengan kebijakan penentuan jenis dan sasaran penerima
bantuan agar pemenuhan bantuan per lembaga mendapatkan bantuan
yang maksimal. Verifikator dapat mengevaluasi lebih dalam saat
memberikan persetujuan yang telah dicantumkan pada rencana anggaran

biaya yang disertakan dalam proposal karena lembaga pemohon bantuan
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pasti mengajukan bantuan lebih dari jumlah yang disetujui oleh para
verifikator pengelola Bantuan Pemerintah Biro Keuangan dan BMN.

. Aspek pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan
pemerintah pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk
peningkatan layanan Biro Keuangan dan BMN terhadap pengelolaan
bantuan pemerintah, Biro Keuangan dan BMN perlu membangun sistem
untuk kepentingan penelurusan dokumen sehingga memudahkan para
pengusul bantuan untuk melakukan penelusuran perjalanan berkas mereka
secara mandiri. Hal ini dilakukan apabila ternyata proposal yang diajukan
oleh lembaga tidak diterima maka pemohon bantuan bisa memiliki 2 pilihan
yaitu mencari bantuan lain atau memperbaiki proposal tersebut dan
dikirimkan ulang ke Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
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